Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 65 /PB/2007

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN/ATAU PENERIMAAN
DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

=Y

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang
Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi

Pembukuan Penerimaan;

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

4503);

MEMUTUSKAN:

DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN. ’Z]j'

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan, dipandang perlu mengatur mekanisme
pengembalian ke Bank/Pos Persepsi akibat kesalahan perekaman
dan/atau kelebihan pelimpahan dan koreksi pembukuan penerimaan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN/ATAU PENERIMAAN



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud

dengan:

1. Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan adalah pengembalian
yang berasal dari kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan
oleh Bank/Pos Persepsi ke Bank Operasional | (BO l)/Bank Operasional
Il (BO IllI)/Bank Indonesia.

2. Kesalahan Pembukuan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan
keuangan berjalan.

3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji
dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

4. Koreksi Pembukuan adalah koreksi yang dilakukan atas kesalahan
pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas yang terjadi pada
tahun berjalan.

5. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak
dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

6. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Cukali, dan pajak lainnya.

7. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara
yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor.

8. Surat Keterangan Telah Dibukukan, yang selanjutnya disebut SKTB
adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Seksi Verifikasi dan
Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas pendapatan
dan/atau penerimaan negara yang telah dibukukan KPPN.

9. Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan,
yang selanjutnya disebut SKP4 adalah dokumen yang berfungsi sebagai
dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan.

BAB I
RUANG LINGKUP PENGEMBALIAN
Pasal 2

Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan meliputi:

1. Pengembalian Pendapatan yang berasal dari kesalahan perekaman
penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi.

Contoh:

Wajib Pajak setor PPh Pasal 21 (MAP 411121) dengan 1 (satu) Surat
Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp1.000.000,- ke Bank/Pos Persepsi. QW






